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PENETAPAN

Nomor 143/Pdt.P/2023/PA.Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan

penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Nurdianto bin Rojikin, tempat dan tanggal lahir Mentawak Baru, 12 Februari

1998, agama Islam, pekerjaan Buruh Sawit, pendidikan

SLTP,  tempat  kediaman  di  RT.  010,  Desa  Lidung,

Kecamatan  Sarolangun,  Kabupaten  Sarolangun,

Provinsi Jambi, sebagai Pemohon I.

Rismawati  binti  Sukarman,  tempat  dan  tanggal  lahir  Sungai  Pelakar,  30

November  2002,  agama Islam,  pekerjaan Ibu  Rumah

Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT. 010,

Desa  Lidung,  Kecamatan  Sarolangun,  Kabupaten

Sarolangun,  Provinsi  Jambi,  sebagai  Pemohon

II.Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II

disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa  para  Pemohon  dengan  surat  permohonannya

tertanggal  09  November  2023 yang didaftarkan di  Kepaniteraan  Pengadilan

Agama Sarolangun pada tanggal 13 November 2023 dengan register perkara

Nomor 143/Pdt.P/2023/PA.Srl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.  Bahwa Pemohon I dan Pemohon II  telah melangsungkan akad pernikahan

berdasarkan syari’at  agama Islam dihadapan Imam Masjid di Desa Tanah

Abang, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi yang

bernama A. Kasim pada tanggal 13 Juli 2021 yang dilaksanakan di rumah
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kediaman  Imam  Masjid  A.  Kasim  di  Desa  Tanah  Abang,  Kecamatan

Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi; 

2. Bahwa  saat  akad  pernikahan tersebut  dilangsungkan  yang menjadi  wali

nikah Pemohon II adalah wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon II yang

bernama  Sukarman bin Madi  dengan mas kawin berupa uang sejumlah

Rp100.000,00  (seratus  ribu  rupiah)  dibayar  tunai  dan  dihadiri  oleh  dua

orang saksi masing-masing bernama 1. Muji Rahayu, 2. Darwin; 

3. Bahwa pada saat  pernikahan tersebut,  Pemohon I  berstatus  jejaka dan

Pemohon  II  berstatus  perawan,  Wali  nikah  Pemohon  II  adalah  ayah

kandung  Pemohon  II yang  melakukan  ijab  qobul  dengan  Pemohon I

sebagai pengantin laki-laki;

4. Bahwa  antara  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  tidak  ada  hubungan  darah,

sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi  syarat  serta tidak ada

larangan untuk melangsungkan akad pernikahan menurut ketentuan hukum

Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa selama  Pemohon I  dan Pemohon II menjalankan rumah tangga

sampai  sekarang  masih  beragama  Islam,  masih  hidup  rukun  sebagai

suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada

hal-hal yang membatalkan  akad  pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga

yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

6. Bahwa dari  akad  pernikahan tersebut  Pemohon I  dan Pemohon II  telah

hidup bersama, bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba’da dukhul)

dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Raisya Ratu Syakila

binti Nurdianto, NIK 1503034407230005, tempat tanggal lahir Sarolangun 4

Juli 2022, usia 1 (satu) tahun, pendidikan Tidak Sekolah dan anak tersebut

sekarang berada dibawah pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II;

7.  Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertempat

tinggal  di  rumah  kediaman  orang  tua  Pemohon  II  di  Desa  Tanjung,

Kecamatan Bathin  VIII,  Kabupaten Sarolangun,  Provinsi  Jambi  hanya 1

(satu) minggu, kemudian pindah tempat tinggal ke perumahan PT. KDA di

RT.  010,  Desa  Lidung,  Kecamatan  Sarolangun,  Kabupaten  Sarolangun,

Provinsi Jambi;
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8.  Bahwa maksud  dari  pengajuan  permohonan istbat nikah Pemohon I dan

Pemohon II  ini  adalah untuk mencatat  akad  pernikahan di Kantor  Urusan

Agama  Kecamatan  Sarolangun,  Kabupaten  Sarolangun,  Provinsi  Jambi

karena Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah

sebagai persyaratan untuk mengurus perbaikan kartu keluarga Pemohon I

dan Pemohon II ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Sarolangun; 

9.  Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang

timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil  tersebut  di  atas,  maka  Pemohon I  dan

Pemohon II mohon kepada Ketua  Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis

Hakim  untuk  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini,  dan  selanjutnya  dapat

memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menyatakan  sah  akad  pernikahan antara  Pemohon  I  (Nurdianto  bin

Rojikin)  dengan  Pemohon  II  (Rismawati  binti  Sukarman) yang

dilaksanakan secara islam dihadapan Imam Masjid di Desa Tanah Abang,

Kecamatan  Pamenang,  Kabupaten  Merangin,  Provinsi  Jambi  yang

bernama A. Kasim pada tanggal 26 September 2021 yang dilaksanakan di

rumah kediaman Imam Masjid A. Kasim di Desa Tanah Abang, Kecamatan

Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi; 

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila  Ketua Pengadilan  Agama  Sarolangun cq.  Majelis  Hakim

yang  memeriksa  perkara  berpendapat  lain  mohon  penetapan yang   seadil-

adilnya;

Bahwa  atas  perintah  Ketua  Majelis,  Jurusita  telah  mengumumkan

adanya permohonan Itsbat  Nikah tersebut  pada tanggal  13 November 2023

untuk  masa pengumuman selama 14 hari  sebelum perkara  ini  disidangkan,

namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan
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ke  Pengadilan  Agama  Sarolangun sehubungan  dengan  permohonan

Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari  sidang yang telah ditetapkan,  para  Pemohon  tidak

hadir  di  persidangan,  meskipun telah dipanggil  secara resmi dan patut,  dan

tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang

sah menurut hukum;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  penetapan  ini,  ditunjuk  segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini  sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa maksud  dan tujuan  permohonan para  Pemohon

adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa para  Pemohon telah dipanggil  secara resmi dan

patut, namun tidak hadir di persidangan,  dan tidak ternyata ketidakhadirannya

tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  para  Pemohon  tidak  hadir  di

persidangan,  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,  dan  tidak

ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

maka  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  para  Pemohon patut  dianggap

sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah dianggap sebagai

pihak  yang  tidak  bersungguh-sungguh  dalam  mengajukan  perkara,  maka

Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut harus

dinyatakan gugur;

Menimbang,  bahwa  dengan  digugurkannya  permohonan  para

Pemohon,  maka  para  Pemohon dianggap  tidak  pernah  mengajukan

perkaranya,  dengan  demikian  para  Pemohon masih  berhak  mengajukannya

kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang,  bahwa oleh  karena  perkara  ini  termasuk  dalam bidang

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 7 tahun 1989 yang telah di  rubah dengan Undang-Undang Nomor 3

tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009,
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maka seluruh biaya yang timbul  dalam perkara ini  dibebankan kepada para

Pemohon;

Memperhatikan pasal 148 R. Bg serta peraturan perundang-undangan

yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN: 

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;

2. Membebankan  para  Pemohon  membayar  biaya  perkara  sejumlah

Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian  ditetapkan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama  Sarolangun pada  hari  Rabu,  tanggal  13  Desember  2023  Masehi

bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Ula 1445 Hijriah oleh Ahmad Patrawan,

S.H.I.  sebagai Ketua Majelis,  Windi Mariastuti,  S.Sy dan Nanda Devi Krisna

Putri,  S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut

diucapkan pada hari  itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Arsad, Lc

sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota 

Windi Mariastuti, S.Sy

Nanda Devi Krisna Putri, S.H, M.H.

Ketua Majelis,

Ahmad Patrawan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Arsad, Lc

Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp30.000,00

-  Proses : Rp75.000,00

-  Panggilan : Rp400.000,00
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-  PNBP : Rp20.000,00

-  Redaksi : Rp10.000,00

-  Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).
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